BAB IV
ANALISISPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK X

IV.1 Dasar Hukum Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Ketentuan yang mengatur tentang pengembalian kelebpembayaran
pajak adalah diatur dalam Pasal 17 B dan PasalUndang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cangaja&en sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undamtigtug Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP). Keputusan Direktur Jenderal Pajakndo: KEP-160/PJ./2001
tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pendemiti&lebihan Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak PenjuatesnBatrang Mewah diterbitkan
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17B(HyaPasal 17C UU KUP
serta Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 TdR@8 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Panjédhs Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangrgndNomor 18 Tahun
2000.

Selanjutnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP-
160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tersebut adirklirang memberikan
kepastian hukum kepada wajib pajak terutama benkattengan kapan saat
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pieéakgap lengkap serta
masih ada celah dilihat dari sisi ketentuan yangatlanerugikan Negara
(loophole), maka ketentuan tersebut dicabut dengan Peraturakti Jenderal
Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agust0$ 26ntang Jangka Waktu
Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebirembdyaran Pajak

Analisis pengembalian..., Supandi, FISIP Ul, 2008



41.1

Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai Ba@ak Penjualan atas

Barang Mewah.

Kantor Pelayanan Pajak X berdiri bulan Juli 200Zusé dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-292@02. Berdasarkan
periode tersebut, peraturan pelaksanaan yang berladrkaitan dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajiakah Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ/200f¢ah19 Februari 2001 dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-1RZ21806 tanggal 15 Agustus
2006. Dalam kaitan dengan pembahasan tesis iy yaalisis Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai didfaPelayanan Pajak X,
maka kedua ketentuan tersebut di atas dijadikaar g@snbahasan. Hal tersebut
dilakukan karena bahan analisis adalah Laporan dpelnglian Kelebihan
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Petay®ajak X Tahun 2002
sampai dengan 2007.

Profil Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantal&yanan Pajak X

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan lPajasesuai dengan
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) adalah Wajib Payakg bergerak di bidang

usaha:

1. Pertambangan, baik pertambangan minyak dan gas b@mgas),

pertambangan mineral seperti emas, nickel mauptarpbangan batu bara.

2. Jasa, yaitu meliputi perbankan, lembaga keuangdmnbiank (LKBB),

telekomunikasi, dan lain-lain.

3. Perdagangan, meliputi perdagangan otomotif, rifgdrdagangan besar

farmasi, perdagangan besar barang impor dan lein-la
4. Perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit.

5. Jasa penyiaran, transportasi, pergudangan
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4.1.2.

6. Jasa Penunjang Pertambangan

Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut berdomisili teesebli seluruh wilayah
Indonesia, meskipun sebagian besar berkedudukaialdirta dan sekitarnya,
namun tidak sedikit yang berkedudukan di luar lakdan sekitarnya. Dilihat
dari segi kegiatan usaha, umumnya besar sehingfgarbksi langsung dengan
banyaknya data serta dokumen transaksi. Pada unauiMayib Pajak tersebut
mempunyai banyak cabang serta lokasi usaha, sedmgamen transaksi juga
tersebar di seluruh cabang maupun lokasi usaha.aSpek pembukuan, sudah
menggunakan media komputeomputerized) dengan software sesuai kebutuhan.
Dari aspek perpajakan, umumnya taat kepada pematom@skipun ada yang
berusaha memanfaatkan celah undang-undédogphole). Terkait dengan
kewajiban perpajakan, pada umunya sama dengantkategyang berlaku pada
kantor pajak lainnya, namun khusus untuk kewajiPajek Pertambahan Nilai
disentralisasi di Kantor Pelayanan Pajak X.

Dokumen Permohonan Pengembalian Kelebihemb&garan Pajak Pertambahan
Nilai (Restitusi PPN)

Dokumen yang wajib disampaikan dalam permohonatitusisPPN adalah
tidak banyak perbedaan antara yang diatur dalamnkein KEP-160/PJ/2001
maupun PER-122/PJ/2006. Yang menjadi sorotan adadalyaknya dokumen
yang wajib disampaikan dalam rangka permohonantusistPPN. Dokumen-
dokumen yang wajib disampaikan sesuai ketentuan-BEERRPJ./2006 adalah
sebagai berikut :

a. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan B&teng Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Bajakad Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean dambaDaerah Pabean,
yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukang berkaitan
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dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakamggmbalian,

termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu:

1)

2)

3)

Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Fak®ajak dibuat
berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;

Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan

Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembedajualan

barang/jasa.

Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu:

1)

2)

3)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setéajak atau
bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Ba&a Gukai yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkanadeiB

tersebut;
Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjamgateik dalam
kategori wajib LPS;

Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari FeaaeaPengurusan
Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang, idglam

hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.

Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu:

1)

2)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telaheridtin
persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jend=aldan Cukai
yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjuajang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkanade®iEB

tersebut.

Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara &at), ocean B/L
atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocearl Batau
Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri demgotokopi
ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisdshgihak yang

menerbitkannya), dan packing list;
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3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan udamgya dari
bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bejlsatan atau
fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank lspenden, dalam
hal ekspor menggunakan L/C;

4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi podisuransi Barang
Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang KenakPgang
diekspor diasuransikan; dan

5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Déparen Perindustrian,
Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, tEepar
Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan beggra tujuan,

sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan Jdaa Kena Pajak

kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atauaSpesanan atau

dokumen sejenis lainnya; dan
2) Surat Setoran Pajak.

Dalam hal permohonan pengembalian yang diajnkeliputi kelebihan
pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Rajaélumnya, maka
bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikaiputi seluruh
bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sameagan huruf d
di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembapajak Masa Pajak

yang bersangkutan.

Dalam hal permohonan pengembalian diajukan olehg&saha Kena
Pajak Kriteria Tertentu, bukti-bukti atau dokumeskdmen huruf a sampai
dengan huruf d tidak wajib disampaikan. Hal tersebemang sesuai dengan
Pasal 17C UU KUP bahwa atas permohonan pengembd&kéebihan
pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kritenitentu hanya dilakukan

penelitian yaitu dengan cara menilai kelengkapamgisean Surat
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Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasukilgem tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya. Dalam ge&imohonan
pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Ken& Rajgeria Tertentu,
terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak rdasa-masa pajak
sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebaggudadia Kena Pajak
Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan, maka Peaba Kena Pajak
Kriteria Tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atdakumen-dokumen huruf

a sampai dengan huruf d.

Dari banyaknya dokumen yang dilampirkan sertamgitdokumen wajib
tersebut akan sangat memberatkan baik wajib pakd memenuhi haknya
berupa restitusi PPN maupun kantor pajak. Beraparbest of taxation yang
dikeluarkan wajib pajak terutama wajib pajak yarmgdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak X yang identik dengan wajib pagigdn skala usaha besar,
dokumen transaksi banyak serta transaksi tersebaeldruh cabang atau
lokasi usaha. Dilain pihak, kewajiban pemenuhanN Ritsentralisasi di
Kantor Pelayanan Pajak X yang beralamat di Jakd&#ai kantor pajak
sendiri, tentunya akan memerlukan tempat dan wakituk
mengadministrasikan dokumen wajib pajak tersebaik Betentuan KEP-
160/PJ/2001 maupun PER-122/PJ./2006 dalam penyusyma tidak
mempertimbangkan profil wajib pajakrack record maupun administrasi
kantor pajak. Dikaitkan dengan konsep kantor mogamy mengedepankan
pelayanar(client oriented), tentunya ketentuan PER-122/PJ./2006 tanggal 15
Agustus 2006 yang sedang berlaku dipandang perdunyad penyesuaian
terutama terhadap wajib pajak yang terdaftar dgkungan Kantor Pelayanan
Pajak X Ketentuan PER-122/PJ./2006  dalam penyungana
mempertimbangkan kegiatan usaha wajib pajak, utgaantuk Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor dan BahguKena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atauk#ésma Pajak kepada
pemungut PPN. Begitu juga dipertimbangkan mengéngkat risiko dari
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wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN yaituadib ke dalam risiko

rendah, menengah dan tinggi.

Banyaknya dokumen dan rigitnya dokumen permohoremggmbalian
PPN lebih dikarenakan Direktorat Jenderal Paja&ktithgin kebobolan lagi
seperti kasus ekspor fiktif yang terjadi di KPPalsk Pademangan awal tahun
2006. Kasus itu diajukan oleh Pengusaha yang mepgiaan dokumen
ekspor asli yang dipalsukan, bukti penerimaan wsamta rekening koran asli
yang dipalsukan, surat jalan asli yang dipalsukh,yang hanya diterbitkan
oleh agen perkapalan, serta macam-macam dokumeg @¢galsukan.
Ketentuan yang diatur dalam PER-122/PJ./2006 sdpEmis menyampaikan
wesel ekspor atau bukti penerimaan uang yang disggaleh bank, Ocean
B/L atau Master B/L adalah untuk memastikan bahWspe benar-benar
telah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan gd@nadanya Ocean B/L atau
Master B/L yang menjamin bahwa kontainer benar-belleapalkan serta
pembayaran benar-benar sah karena telah dilegaledr bank. Ketentuan
PER-122/PJ./2006 telah sesuai dengan asas pengampenerimaan negara
(revenue productivity). Ketentuan yang rigit tersebut akan memberatkan
Pengusaha Kena Pajak yang selama ini telah patibddap peraturan seperti
Wajib Pajak yang tedaftar di Kantor Pelayanan PXjak

Banyaknya dokumen yang harus disampaikan dalam anédmn restitusi
PPN juga tidak sesuai dengan asas kesederhdsiaguhicity, namun dilihat
adanya batas waktu penyampaian dokumen sebagauitna dalam PER-
122/PJ./2006, telah memberikan kepastian hukcertainty) kepada wajib
pajak, sehingga jangka waktu penyelesaian akartuddnidari kapan saat
dokumen permohonan restitusi PPN dianggap lengkdpnya batas waktu
penyampaian kelengkapan dokumen perhononan resiiN inilah yang
merupakan kelebihan dibanding dengan ketentuanlusebga, sehingga

timbul tunggakan restitusi PPN yang sangat besar.
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4.1.3. Kewajiban Penelitian dan pemeriksaan.

a. Kewajiban penelitian

Atas permohonan pengembalian kelebihan PPN yamgkdiaoleh Wajib
Pajak dengan kriteria tertentu akan dilakukan peaelyaitu menyangkut
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan damiampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisanpeéaghitungannya. Hal
tersebut tidak terjadi masalah yang berarti di KaRelayanan Pajak X.

b. Kewajiban Pemeriksaan

Kewajiban pemeriksaan ini sangat terkait dengamuh@n-dokumen yang
dipersyaratkan pada saat permohonan restitusi P&&makin banyak
dokumen yang disampaikan wajib pajak, maka semadiat tugas pemeriksa

pajak dalam melakukan pemeriksaan.

Secara garis besar, proses pemeriksaan melipatiaigap yaitu :
1. Persiapan pemeriksaan

Beberapa persiapan pemeriksaan yang dilakukan memeriksa pajak

misalnya :
a. menganalisis Surat Pemberitahuan,
b. membuat program pemeriksaan,

c. menyiapkan sarana pemeriksaan, dan lain-lain

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah tugas paling bemgt dilakukan oleh
pemeriksa pajak, karena sebagian besar waktu adagdetersita untuk

melaksanakan tugas ini.
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Beberapa tugas yang dilaksanakan :

a.

Melakukan konfirmasi pajak masukan yang dikreditkdeh wajib
pajak dengan menu aplikasi konfirmasi PK-PM lewastesn
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),

Melakukan konfirmasi Pemberitahuan Ekspor BarangB(P dan
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui menu agiilkkonfirmasi
PIB dan PEB lewat Sistem Informasi Direktorat JeaddPajak
(SIDJP),

Melakukan Klarifikasi bukti pembayaran Surat SetoRajak melalui
Modul Penerimaan Negara (MPN) lewat Sistem Infornmasektorat
Jenderal Pajak (SIDJP),

Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran formal rdaterial

Faktur Pajak Masukan,
Melakukan pemeriksaan terhadap faktur penjualanieéan,

Melakukan pemeriksaan terhadap bukti penerimaagiperan

barang(flow of goods),

Melakukan pemeriksaan terhadap bukti penerimaag/pembayaran
uang(flow of cash),

Melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti ekspamaig seperti
PEB, B/L atau Master B/L, Airway Bill, packing ligan lain-lain.

Melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti imporabg seperti,
PIB, SSP atau Bukti pungutan yang dilakukan oleht&aPelayanan
Bea dan Cukai,

Melakukan pemeriksaan terhadap kontrak kerja, queantah kerja,

dan lain-lain.
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3. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyusunan hasil pesaan ke dalam
Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). Laporan ini disbieudasarkan kertas
kerja pemeriksaan yang telah dibuat pada saat jpesaan. Hasil
pemeriksaan akan disampaikan kepada wajib pajadakentuk tertulis
yaitu ke dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemenmksé€aPHP).
Berdasarkan SPHP ini, wajib pajak menanggapi apakélhju atau tidak
setuju atas hasil pemeriksaan, selanjutnya dilakysembahasan akhir
(closing conference). Produk akhir di tingkat pemeriksaan adalah Nota
Penghitungan (Nothit), yang selanjutnya oleh peksaridi upload ke

dalam sistem informasi.

Melihat banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh emksa pajak
tentunya sangat menyita waktu dan tenaga. Dilibat skrangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh pemeriksa pajak tersebut, bigatakan memeriksa
hampir seluruh dokumen transakgill audit). Serangkaian kegiatan tersebut
tentunya sangat memberatkan dilihat dari sisi tugasneriksa pajak.
Penetapan Wajib Pajak yang melakukan kegiatanntartéeksportir) atau
Wajib Pajak yang melakukan penyerahan kepada pemuR&N yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X sebagai WRjpak Patuh adalah
alternatif solusi untuk mengurangi beban pemeriajak. Alternatif solusi
yang lain adalah pemeriksaan dengan metode samyug ampling) yaitu
pemeriksaan tidak dilakukan terhadap seluruh dokymamun berdasarkan

teknik-tekniksampling yang dapat dipertanggung jawabkan.

4.1.4 Laporan Restitusi PPN di Kantor PelayanaakPdj Tahun 2002 sampai dengan
2007

Untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yanghggukan permohonan
restitusi PPN sekaligus untuk melihat prestasi piusee pajak terkait dengan
koreksi yang dilakukan, berikut disajikan tabel diksud.
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Tabel

8

Data Restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak X 2002007

Tahun| Jumlah Koreksi
berkas Nilai pengajuan
permohonan restitusi Nilai yang disetuju Rp. %
(1) ) ®) (4) (5) (6)
2002 40 (224,542,304,454) (221,921,221,769) 2,@821685| 1.17%
2003 104 (559,382,322,575%) (550,265,385,473) 99BIK102| 1.63%
2004 120 (376,206,307,252) (376,367,790,748) (161,483,496) -0.049
2005 125 (550,901,245,576) (547,623,633,703) 3,277,611,873 0.59%
2006 138 (513,005,864,172) (509,233,202,359) 3,772,661,813 0.74%
2007 101 (1,070,983,723,017) (1,067,839,400,750)  3,144,322,267 0.29%

Sumber : Laporan Restitusi PPN

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa ksiréari pemeriksa pajak sangat
kecil dibanding dengan jumlah PPN yang dimohonkamgembalian oleh wajib
pajak. Secara relatif, koreksi terbesar terjadiatiun 2003 (1,63%) dan 2002
(1,17%). Koreksi pajak yang relatif besar terselmga disebabkan karena pada
tahun-tahun tersebut masih baru dimulainya organi§antor Pelayanan Pajak X
atau pengajuan permohonan restitusi PPN dilakukdia paat wajib pajak belum
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X. Di tahun£0@rjadi koreksi negatif
sebesar -0,04% artinya jumlah yang dikembalikah &antor Pelayanan Pajak X
lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dirkartarestitusi. Koreksi di
tahun 2005 (0,59%), 2006 (0,74%) dan 2007 (0,29t)gyhanya dibawah 1%,
sehingga tidak material jika dibanding dengan walkin tenaga yang dihabiskan
untuk memproses restitusi PPN terselidiscrepancy antara jumlah PPN yang
dimohonkan restitusi dengan jumlah yang dikembalikeelalui Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah perlu dijadikarsatadalam mengambil
kebijakan proses restitusi PPN di Kantor PelayaRajak X. Kerugian yang
dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak X tidak sajatwaan tenaga, namun juga
kesempatan untuk menggali potensi pajak lainnyag yjamlahnya jauh lebih

besar.
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4.1.5. Model Pembayaran Pendahuluan

Melihat hasil analisisdata series berupa Data Restitusi PPN di Kantor
Pelayanan Pajak X tahun 2002 s.d 2007 terlihas jetdowa jumlah koreksi yang
dilakukan pemeriksa pajak sangat kecil, maka wdktutenaga yang dikeluarkan
oleh pemeriksa pajak untuk memproses restitusi BPdebut tidak sebanding
dengan jumlah koreksi pajak yang dihasilkan. Bexdas data tersebut dapat
diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh fiskaish banyak dibanding hasil
pajak yang dihasilkan. Hal tersebut tidak sesuagdeeconomy principle yang
mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam ge@an pemungutan pajak
tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dgut, yang berarti bahwa
pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan mekanisyaeg dapat
mendatangkan pemasukan pajak yang sebesarnyaajanyling sekecilnya.

Biaya yang timbul dalam pemungutan pajak dapatulndlari dua sisi, yaitu
dari pemerintah maupun dari wajib pajak. Biaya yamdpul dari pemungut pajak
dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yaitu biagministrasi (administration
cost), sedangkan dari wajib pajak sebagai pembayar pajdélah biaya

pemenuhan kewajiban wajib pajaompliance cost).

Dengan mengedepankan prinsip efisiensi, model pganda pendahuluan
adalah sangat cocok diterapkan terhadap wajib pgaaly terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak X. Hal tersebut juga sesuai deragas kesederhanaan
(simplicity) yaitu restitusi PPN tidak dilakukan pemeriksaaamaon hanya
dilakukan penelitian yang relatif sederhana. Yaremjadi kendala juridis adalah
wajib pajak tersebut tidak masuk kriteria Wajib dkapgengan kriteria tertentu
(Wajib Pajak patuh), sehingga proses restitusi RRMNS diproses sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah sdusi yang perlu

dipertimbangkan adalah Wajib Pajak yang sering ragikgn restitusi PPN
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4.1.6

ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh atau dendgm Igin, khusus untuk Wajib
Pajak yang terdaftar di lingkungan Kantor PelayaPajak X proses pemeriksaan
terhadap permohonan restitusi bisa dilalakukan aeraydit sampling. Hal
tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan balikeat dari sisi Wajib
Pajak, membantu mengurangpst of taxation terkait banyaknya syarat-syarat
yang harus dilampirkan pada saat permohonan regitsebut, sedangkan dilihat
dari sisi Direktorat Jenderal Pajak untuk menguréegan administrasi dokumen
Wajib Pajak dan mengurangi beban pemeriksa pajakngga bisa menggali
potensi pajak lainnya di luar Wajib Pajak yang rpetkan Surat Pemberitahuan

lebih bayar .

Pemeriksaan Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang mengajugarmohonan restitusi
PPN akan diteliti mengenai kelengkapan pengisiaratSBemberitahuan dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ekaban penulisan dan
penghitungannya. Selanjutnya Direktur Jenderal KPajaenerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan B&BIPKP paling lambat 1
(satu) bulan sejak permohonan diterima secara #&ngkDalam rangka
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Pehguisana Pajak kriteria
tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SuEdaran Nomor : SE-
09/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang JanglektuVPenyelesaian
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PertambBlilan Atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barawgall Dalam Surat Edaran
tersebut, jangka waktu pengembalian restitusi PRNgydiajukan Pengusaha
Kena Pajak kriteria tertentu diperpendek 7 (tujutgri sejak permohonan

diterima.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU NabgoiTahun 2000,
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksadgmdap Wajib Pajak
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V.2

dengan kriteria tertentu. Hal tersebut ditegaskatard Pasal 17C ayat (4)

undang-undang tersebut yang mengatakan :

"Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriktaiadap Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan menentstkat ketetapan pajak,

setelah melakukan pengembalian pendahuluan ketepajak”.

Dari ketentuan tersebut sebenarnya Direktorat JahBajak tidak perlu khawatir

terhadap hilangnya potensi pajak pengajuan restREN yang dilakukan oleh
Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan lPXjaApabila semua Wajib

Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang tekdara rutin mengajukan
permohonan restitusi PPN dan diperoleh data baletiapshasil pemeriksaan
terhadap permohonan restitusi tersebut diperolesimiilan tidak terdapat

koreksi yang meterial atau dengan kata lain WaglalP tersebut telah patuh,
maka lebih baik Wajib Pajak tersebut ditetapkanagab Wajib Pajak patuh.

Selanjutnya secara berkala dilakukan analisis gotgajak secara menyeluruh
untuk diperoleh data untuk dilakukan pemeriksaahatap seluruh jenis pajak
(all taxes). Kelebihan dari pemeriksaat taxes adalah untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan tidak saja terbattas kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai saja, namun juga jenis pajaknian Apabila berdasarkan
hasil pemeriksaan tersebut diperoleh koreksi payakg telah diberikan

pembayaran pendahuluan (PPN), akan dikenakan skekaikan sebesar 100%
dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Analisis PER-122/PJ./2006 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12206 tanggal 15
Agustus 2006 merupakan kebijakan yang dikeluarkaaland rangka
melaksanakan ketntuan Pasal 17B dan 17C Undangigndamor 16 Tahun
2000 (perubahan kedua UU KUP).
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"Pasal 17B

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pisean atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain qgiemnan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WRpak dengan
kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam PdsAC harus
menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambaidl@ belas) bulan
sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk &egi tertentu
ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jendeagk.

Dari bunyi pasal tersebut terlihat adanya pengetikap wajib pajak menjadi tiga
yaitu : 1) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu ygrermohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajaknya diproses sesuai dépasal 17C yaitu dengan
penerbitan SuratKeputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
(SKPPKP), 2) Wajib Pajak yang melakukan kegiatatem¢u, 3) Wajib Pajak
selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan ibV8ajak yang melakukan
kegiatan tertentu. Wajib Pajak yang termasuk paglankpok nomor 2 dan 3,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakiiproses sesuai
dengan ketentuan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 #Agul006 jo. PER-
124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 2006. Berdasarksentuan tersebut Wajib
Pajak dikelompokkan berdasarkan tingkat risikowaisiko rendah, menengah
dan tinggi. Tingkat risiko ini akan mempengaruhmémya jangka waktu

penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran PPN.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 28 TaR008
(perubahan ketiga UU KUP), materi Pasal 17B ayat érubah sehingga
berbunyi :

Pasal 17B

Q) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pisean atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selainmgianan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wrgjbk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaidiaraksud dalam
Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan jpalatkg lama 12 (dua
belas) bulan sejak surat permohonan diterima sésagiap.
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Dengan adanya perubahan materi tersebut, maka \Whagjak yang
melakukan kegiatan tertentu tidak diatur lagi daldbh Nomor 28 Tahun 2007
yang berlaku efektif per 1 Januari 2008. Direktemderal Pajak sampai saat ini
belum mengganti PER-122/PJ./2006 dengan perat@aag lyaru, sehingga dapat
diartikan bahwa untuk Wajib Pajak yang melakukamgjidan tertentu yang
mengajukan permohonan pengembalian PPN masa J20@&idan seterusnya,
menyangkut hak restitusi PPN tunduk kepada kedentyang diatur dalam
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tersebut. Artingl restitusi Wajib
Pajak yang melakukan kegiatan tertentu menjadidl@ (belas) bulan kecuali
Wajib Pajak tersebut termasuk Wajib Pajak yang nmefmiepersyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D undang-utelzedut.

Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pamdan kelebihan
pembayaran pajak sesuai pasal tersebut adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankeaha atau pekerjaan
bebas;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usafza pekerjaan bebas
dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebitr sayapai dengan jumlah
tertentu;

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran udahgumlah lebih bayar
sampai dengan jumlah tertentu; atau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surdtefitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan darajufebih bayar sampai

dengan jumlah tertentu.

Sebagai pelaksanaan Pasal 17D ayat (3) UU Nomof&tin 2007
tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturant®i Keuangan Nomor
193/ PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentatgddn Jumlah Peredaran
Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Baygr Wajib Pajak Yang
Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat DiberikBengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sesuai dengan Peratdenteri Keuangan
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tersebut, Pengusaha Kena Pajak sesuai Pasal 17T@2aparuf d UU Nomor 28
Tahun 2007 yang dapat diberikan pengembalian pehaan kelebihan
pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak glahgitenyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Sermdidfitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dengan :

a. jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuasa NPajak Pertambahan
Nilai untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 18@.@00,00 (seratus lima
puluh juta rupiah);dan

b. jumlah lebih bayar menurut Surat PemberitahuasadvVPajak Pertambahan
Nilai paling banyak Rp 150.000,00 (seratus limaupuibu rupiah).

Melihat materi Pasal 17D UU Nomor 28 Tahun 2007%asé&eraturan
Menteri Keuangan Nomor : 193/ PMK.03/2007 tanggaD2sember 2007, dapat
dipastikan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di iiamtelayanan Pajak X tidak
ada yang masuk kelompok wajib pajak yang memenghnsyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU Nomor BBAra007. Selanjutnya
timbul pertanyaan, bagaimana terhadap Wajib Pagig ymelakukan kegiatan
tertentu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajakyahg mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan PPN masa Ja20@8 dan seterusnya
diproses?. Atas permohonan pengembalian kelebiR&htBrsebut tetap diproses
berdasarkan ketentuan PER-122/PJ./2006, karenalREMRJ./2006 merupakan
kebijakan yang sifatnya mengikat kepada bawahaneghjngga kalau tidak
dilaksanakan oleh bawahan akan dikenakan sanksigkemian yang berlaku,
dengan demikian permohonan pengembalian PPN Pdrayf&ma Pajak tertentu
yang memiliki risiko rendah tetap diselesaikanadaljangka waktu 2 (dua)
bulan, sedangkan Pengusaha Kena Pajak tertentunyamgliki risiko menengah
harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empagnbul

Bagaimana menyangkut hak Wajib Pajak atas pernamh@engembalian
kelebihan PPN tersebut?. Hak wajib pajak ada yatang yaitu tidak lagi
mempunyai hak mendapat imbalan bunga apabila pemaohyang diajukan
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Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaegnitiki risiko rendah dan
risiko menengah apabila permohonan pengembaliandi$tiesaikan lebih lama
dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam PERR122006 tersebut. Hal
tersebut disebabkan berdasarkan UU Nomor 28 Ta@0®, 2idak dikenal Wajib
Pajak yang melakukan kegiatan tertentu, sehingggibWRajak dimaksud
termasuk kelompok Wajib Pajak selain Wajib Pajakgade kriteria tertentu dan
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentugsétn@na dimaksud dalam
Pasal 17D undang-undang tersebut sehingga jangkia wanyelesaian adalah 12
(dua belas) bulan.
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